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PEMERINTAHPEMERINTAHPEMERINTAHPEMERINTAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR 19191919 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2009200920092009

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

PENYELENGGARAANPENYELENGGARAANPENYELENGGARAANPENYELENGGARAAN ADMINISTRASIADMINISTRASIADMINISTRASIADMINISTRASI KEPENDUDUKANKEPENDUDUKANKEPENDUDUKANKEPENDUDUKAN

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANG MAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, pengaturan teknis
penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dengan
Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan
di bidang administrasi kependudukan;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berkewajiban
memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status
pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting yang dialami penduduk Kabupaten Musi Rawas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4634);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4736);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil di Daerah;

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-
HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk
Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2008 Nomor 2).

DenganDenganDenganDengan PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan BersamaBersamaBersamaBersama
DEWANDEWANDEWANDEWAN PERWAKILANPERWAKILANPERWAKILANPERWAKILAN RAKYATRAKYATRAKYATRAKYAT DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

dandandandan
BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG PENYELENGGARAANPENYELENGGARAANPENYELENGGARAANPENYELENGGARAAN
ADMINISTRASIADMINISTRASIADMINISTRASIADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.KEPENDUDUKAN.KEPENDUDUKAN.KEPENDUDUKAN.
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BABBABBABBAB IIII
KETENTUANKETENTUANKETENTUANKETENTUAN UMUMUMUMUMUMUMUM

PasalPasalPasalPasal 1111
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
6. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan
dalam urusan Administrasi Kependudukan.

7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan
melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan
informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya
untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat
bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.

9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat
yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.

10.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,
pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan
Dokumen Penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan
kependudukan.

11.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk
yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan
atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau
surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang,
perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

12.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi
kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan
perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak,
perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa
penting lainnya.

13.Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk
yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan
pendaftaran penduduk.

14.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan (NIK)
adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan
melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
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15.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu
identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan
hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

16.Kepala Keluarga adalah :
a. Orang yang bertempat tinggal bersama dengan orang lain baik

mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung
jawab terhadap keluarganya.

b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
c. Kepala Kesatuan, Kepala Asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu, dan

lain-lain menurut beberapa orang tinggal bersama-sama.
17.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah

identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

18.Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah
kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum
berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.

19.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

20.Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
21.Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah setiap Warga

Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah untuk bertempat
tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya.

22.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang
Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan RI dalam
jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

23.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang
Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan
RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

24.Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat
SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi
Pelaksana yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang
tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan
tidak dapat diperpanjang.

25.Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT
adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana
yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin
tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam
jangka waktu tertentu.

26.Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan
tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa
Kependudukan, Peristiwa Penting, pengelolaan dan penyajian Data
Kependudukan di Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

27.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya
disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan
informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan
Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
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28.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,
dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

29.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
masuk secara sah serta bertempattinggal di Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

30.Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam
jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan RI dan telah
mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.

31.Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam
wilayah Negara Kesatuan RI dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap
dari Instansi yang berwenang.

32.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya
disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang
mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang
disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.

33.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data
tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan
perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

34.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal
untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang
baru.

35.Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat
dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan
lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan)
minggu.

36.Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran,
perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan
pengesahan anak.

37.Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta
Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk
asing.

38.Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan
Sipil sebagai akibat pada perubahan data.

39.Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta
Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau
musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang
berwenang.

40.Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang
diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.

41.Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang
bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang
sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

42.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak
anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah,
atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan
dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang
tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap.
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43.Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak
yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah
sepasang suami isteri.

44.Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan Peristiwa Penting yang
dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi
Pelaksana.

45.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan
Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana
yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-
undangan.

46.Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA
Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan
Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

BABBABBABBAB IIIIIIII
HAKHAKHAKHAK DANDANDANDAN KEWAJIBANKEWAJIBANKEWAJIBANKEWAJIBAN PENDUDUKPENDUDUKPENDUDUKPENDUDUK

PasalPasalPasalPasal 2222
Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
a. dokumen kependudukan;
b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil;
c. perlindungan atas data pribadi;
d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan
data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

PasalPasalPasalPasal 3333
Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan
memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil.

BABBABBABBAB IIIIIIIIIIII
PENYELENGGARAANPENYELENGGARAANPENYELENGGARAANPENYELENGGARAAN KEWENANGANKEWENANGANKEWENANGANKEWENANGAN DANDANDANDAN INSTANSIINSTANSIINSTANSIINSTANSI PELAKSANAPELAKSANAPELAKSANAPELAKSANA

BagianBagianBagianBagian KesatuKesatuKesatuKesatu
PenyelenggaraanPenyelenggaraanPenyelenggaraanPenyelenggaraan KewenanganKewenanganKewenanganKewenangan

PasalPasalPasalPasal 4444
Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan
kewenangan meliputi:
a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
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b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya
menyelenggarakan Administrasi Kependudukan;

c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi
Kependudukan;

f. penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan
sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas
pembantuan;

g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala
kabupaten; dan

h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

PasalPasalPasalPasal 5555
(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi
vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan
aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan
dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

PasalPasalPasalPasal 6666
(1) Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten

dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
(2) Pelaksanaan Pencatatan Sipil meliputi pencatatan peristiwa kelahiran,

kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dilakukan oleh
Instansi Pelaksana.

PasalPasalPasalPasal 7777
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf c, Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi
Kependudukan.

PasalPasalPasalPasal 8888
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf d, Bupati mengadakan:
a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah

non departemen;
b. kerjasama dengan organisasi kemasyaratan dan perguruan tinggi;
c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan

elektronik; dan
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d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan
masyarakat.

PasalPasalPasalPasal 9999
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan
masyarakat di bidang administrasi kependudukan, dilaksanakan secara
terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan
melibatkan kecamatan dan desa/kelurahan

PasalPasalPasalPasal 10101010
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada desa/kelurahan
untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan
berasaskan tugas pembantuan, yang pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

PasalPasalPasalPasal 11111111
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf g, Bupati melakukan:
a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat

dan data pribadi; dan
b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan.

PasalPasalPasalPasal 12121212
(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, Bupati

melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
(2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan
tindakan koreksi.

BagianBagianBagianBagian KeduaKeduaKeduaKedua
InstansiInstansiInstansiInstansi PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana

PasalPasalPasalPasal 13131313
Instansi Pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan adalah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

PasalPasalPasalPasal 14141414
(1) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban
yang meliputi:
a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa

Penting;
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b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap
Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting;

c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil;
e. rnenjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang

disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk
pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang
beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA
Kecamatan.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk
persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi
penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat
kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

PasalPasalPasalPasal 15151515
(1) Instansi Pelaksana dalam melaksanakan urusan Administrasi

Kependudukan dengan kewenangan:
a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat

dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;

c. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami oleh
Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan atas
persetujuan Bupati;

d. memberikan keterangan atas Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan
pembuktian di Pengadilan; dan

e. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran
penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan
nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi
Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil
pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk
yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

PasalPasalPasalPasal 16161616
Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi
kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama
jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil,
menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir
pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.
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PasalPasalPasalPasal 17171717
(1) Instansi Pelaksana sesuai tugas dan tanggungjawabnya wajib

menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
a. KK atau KTP, paling lambat 7 (tujuh) hari;
b. Surat Keterangan Pindah, paling lambat 14 (empat belas) hari;
c. Surat Keterangan Pindah Datang, paling lambat 14 (empat belas)

hari;
d. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri, paling lambat 14 (empat

belas) hari;
e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, paling lambat 14

(empat belas) hari;
f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
g. Surat Keterangan Kelahiran, paling lambat 14 (empat belas) hari;
h. Surat Keterangan Lahir Mati, paling lambat 14 (empat belas) hari;
i. Surat Keterangan Kematian, paling lambat 3 (tiga) hari;
j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, paling lambat 7 (tujuh)

hari; atau
k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, paling lambat 7 (tujuh)

hari sejak tanggal dipenuhinya sernua persyaratan.
(2) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak

tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar.
(3) Tatacara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BABBABBABBAB IVIVIVIV
PENDAFTARANPENDAFTARANPENDAFTARANPENDAFTARAN PENDUDUKPENDUDUKPENDUDUKPENDUDUK

BagianBagianBagianBagian KesatuKesatuKesatuKesatu
NomorNomorNomorNomor IndukIndukIndukInduk KependudukanKependudukanKependudukanKependudukan

PasalPasalPasalPasal 18181818
(1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Instansi

Pelaksana terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan nomor kode
wilayah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan
selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.

(4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah
dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK
dan KTP pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan.

(5) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi
domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada
Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.
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BagianBagianBagianBagian KeduaKeduaKeduaKedua
DokumenDokumenDokumenDokumen IdentitasIdentitasIdentitasIdentitas LainnyaLainnyaLainnyaLainnya

PasalPasalPasalPasal 19191919
(1) Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan
Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK.

(2) NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap
dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

PasalPasalPasalPasal 20202020
(1) Dokumen Identitas lainnya diterbitkan oleh Departemen/Lembaga

Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan
Hukum Privat.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen
identitas diri dan bukti kepemilikan.

PasalPasalPasalPasal 21212121
Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen
resmi dan bukti diri pemegangnya.

PasalPasalPasalPasal 22222222
Penerbitan Dokumen Identitas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan
fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi
persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan
dokumen identitas lainnya.

BagianBagianBagianBagian KetigaKetigaKetigaKetiga
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan dandandandan PenerbitanPenerbitanPenerbitanPenerbitan BiodataBiodataBiodataBiodata Penduduk,Penduduk,Penduduk,Penduduk, KartuKartuKartuKartu KeluargaKeluargaKeluargaKeluarga dandandandan

KartuKartuKartuKartu TandaTandaTandaTanda PendudukPendudukPendudukPenduduk

ParagrafParagrafParagrafParagraf 1111
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan dandandandan PenerbitanPenerbitanPenerbitanPenerbitan BiodataBiodataBiodataBiodata PendudukPendudukPendudukPenduduk

PasalPasalPasalPasal 23232323
(1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui

Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
(2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk
dicatatkan biodatanya.

(3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan
pemutakhiran database kependudukan.
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PasalPasalPasalPasal 24242424
(1) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (1), dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. Surat Pengantar dari RT/Kadus.
b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:

1. Kutipan Akta Kelahiran;
2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
3. KK;
4. KTP;
5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
6. Kutipan Akta Perceraian.

(2) Pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari luar negeri
karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2),
dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. Paspor; atau
b. Dokumen pengganti paspor.

(3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2),
dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. Paspor;
b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
c. Buku Pengawasan Orang Asing.

(4) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2),
dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. Paspor;
b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
c. Buku Pengawasan Orang Asing.

PasalPasalPasalPasal 25252525
(1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1),

untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

(2) Pencatatan biodata penduduk di Desa/Kelurahan dilakukan dengan
tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata

penduduk WNI;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;
d. Kepala Desa/Lurahmenandatangani formulir biodata penduduk;
e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk

kepada Camat.
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(3) Pencatatan biodata penduduk di Kecamatan, dilakukan dengan tata
cara:
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;
b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk;
c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk

kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan
dokumen biodata penduduk.

(4) Penerbitan dokumen biodata penduduk WNI oleh Instansi Pelaksana,
dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir

biodata penduduk serta merekam data ke dalam database
kependudukan untuk mendapatkan NIK;

b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani
dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan
mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK).

PasalPasalPasalPasal 26262626
(1) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya
membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2).

(2) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata

Penduduk WNI;
b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;
c. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan

merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan
NIK;

(3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata
penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK.

PasalPasalPasalPasal 27272727
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing

yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Pencatatan biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan tata cara:
a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan

menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan

menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;
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d. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing
dan merekam ke dalam database kependudukan untuk
mendapatkan NIK.

(3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata
Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan
SIAK.

PasalPasalPasalPasal 28282828
(1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk WNI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), WNI yang datang
dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), wajib melaporkan kepada Instansi
Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.

(2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan menggunakan :
a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau
d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.

(3) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Desa/Kelurahan,
dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan

Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata
Penduduk WNI;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
kependudukan;

d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir perubahan biodata
penduduk;

e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan
Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk
WNI kepada Camat.

(4) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Kecamatan
dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;
b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk

WNI;
c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata

Penduduk WNI kepada Instansi Pelaksana.
(5) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Instansi Pelaksana

dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.

(6) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata
penduduk yang telah diubah.
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(7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di
Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan tata cara:
a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan

menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data
Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing
Tinggal Terbatas;

b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan
menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data
Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing
Tinggal Tetap;

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk;

d. Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata
Orang Asing dan merekam ke dalam Database Kependudukan.

(8) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata
Orang Asing yang telah diubah.

PasalPasalPasalPasal 29292929
Perubahan biodata penduduk bagi WNI, Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang
mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib
dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

ParagrafParagrafParagrafParagraf 2222
PenerbitanPenerbitanPenerbitanPenerbitan KartuKartuKartuKartu KeluargaKeluargaKeluargaKeluarga

PasalPasalPasalPasal 30303030
(1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada

Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
(2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan

susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

sebagai dasar untuk penerbitan KK.
(4) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada

Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya perubahan.

(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Instansi
Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK.

PasalPasalPasalPasal 31313131
(1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah memenuhi syarat
berupa:
a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
b. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta

Perkawinan;
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c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi
penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; atau

d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena
pindah.

(2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi
penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah memenuhi syarat
berupa:
a. KK lama; dan
b. Kutipan Akta Kelahiran.

(3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk
menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI dilakukan setelah
memenuhi syarat berupa:
a. KK lama;
b. KK yang akan ditumpangi;
c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang

dari luar negeri karena pindah.
(4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang

Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam
KK WNI atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
b. Paspor;
c. Izin Tinggal Tetap; dan
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal

Tetap;
(5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi

penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2),
dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. KK lama;
b. surat keterangan kematian; atau
c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi

penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

(6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah
memenuhi syarat berupa:
a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepala desa/lurah;
b. KK yang rusak;
c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah

satu anggota keluarga; atau
d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.



Page 17171717 of 57575757
Perda Adminduk

PasalPasalPasalPasal 32323232
(1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1),

wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;
d. Kepala Desa/Lurahmenandatangani formulir permohonan KK; dan
e. Kepala desa/lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas formulir

permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan
atau perubahan KK di Kecamatan.

(3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
b. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri

dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi
Pelaksana.

(4) Penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database

kependudukan;
b. Kepala Instansi Pelaksana yang ditunjuk Bupati menerbitkan dan

menandatangani KK.

PasalPasalPasalPasal 33333333
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (2), wajib melapor kepada Instansi Pelaksana
dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26.

(2) Instansi Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK;
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database

kependudukan.
(3) Kepala Instansi Pelaksana yang ditunjuk Bupati menerbitkan dan

menandatangani KK.
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ParagrafParagrafParagrafParagraf 3333
PenerbitanPenerbitanPenerbitanPenerbitan KartuKartuKartuKartu TandaTandaTandaTanda PendudukPendudukPendudukPenduduk

PasalPasalPasalPasal 34343434
(1) Penerbitan KTP baru, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah
kawin;

b. Surat Pengantar RT/Kadus dan Kepala Desa/Lurah;
c. Fotokopi :

1. KK;
2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum

berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Kutipan Akta Kelahiran; dan

d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena
pindah.

(2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah

kawin;
b. Fotokopi :

1. KK;
2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum

berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Kutipan Akta Kelahiran;
4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan

c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

PasalPasalPasalPasal 35353535
(1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah
memenuhi syarat berupa:
a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
b. fotokopi KK; dan
c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

(2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI atau
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah
memenuhi syarat berupa:
a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang

dari luar negeri karena pindah.
(3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk WNI atau Orang

Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi
syarat berupa:
a. fotokopi KK;
b. KTP lama; dan
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c. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan
Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

(4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI
atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah
memenuhi syarat berupa:
a. fotokopi KK;
b. KTP lama; dan
c. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting.

PasalPasalPasalPasal 36363636
(1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan

menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) dan Pasal 35.

(2) Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KTP;
e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada

penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
(3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;
b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP;
c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang

dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi
Pelaksana sebagai dasar penerbitan KTP.

(4) Penerbitan KTP di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database

kependudukan;
b. Instansi Pelaksana yang ditunjuk Bupati menerbitkan dan

menandatangani KTP.

PasalPasalPasalPasal 37373737
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada

Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35.

(2) Instansi Pelaksana memproses Penerbitan KTP Orang Asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan

menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing;
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b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk;

c. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database
kependudukan;

d. Kepala Instansi Pelaksana yang ditunjuk Bupati menerbitkan dan
menandatangani Kartu Tanda Penduduk.

PasalPasalPasalPasal 38383838
(1) Setiap Penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada

Instansi Pelaksana, terhitung 14 (empat belas) hari sesudah masa
berlaku KTP habis.

(2) Bagi penduduk yang tidak melakukan perpanjangan KTP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) tahun tanpa
keterangan maka dikenakan sanksi administratif.

(3) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik
oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkannya.

(4) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tempat Tinggal
Tetap yang bepergian wajib membawa KTP.

(5) Penduduk orang asing yang memiliki Izin Tempat Tinggal Terbatas
yang bepergian ke dalam wilayah Kabupaten wajib membawa Surat
Keterangan Tempat Tinggal.

PasalPasalPasalPasal 39393939
(1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang

bersangkutan, dengan ketentuan :
a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo

berwarna merah; atau
b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo

berwarna biru.
(2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm

dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

PasalPasalPasalPasal 40404040
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki

Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada

lnstansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya perubahan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi
Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK.

PasalPasalPasalPasal 41414141
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki

Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau
telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.



Page 21212121 of 57575757
Perda Adminduk

(2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin
Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib
memiliki KTP.

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku
secara nasional.

(4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP
kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat
bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya
diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

PasalPasalPasalPasal 42424242
(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan
tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan,
agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan,
kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal
dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama
dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.

(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi
penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat
dalam database kependudukan.

(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang
untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan
Peristiwa Penting.

(4) Masa berlaku KTP:
a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun:
b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa

berlaku Izin Tinggal Tetap.
(5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang

berlaku seumur hidup.

BagianBagianBagianBagian KeempatKeempatKeempatKeempat
PendaftaranPendaftaranPendaftaranPendaftaran PeristiwaPeristiwaPeristiwaPeristiwa KependudukanKependudukanKependudukanKependudukan

ParagrafParagrafParagrafParagraf 1111
PendaftaranPendaftaranPendaftaranPendaftaran PindahPindahPindahPindah DatangDatangDatangDatang PendudukPendudukPendudukPenduduk WNIWNIWNIWNI DalamDalamDalamDalamWilayahWilayahWilayahWilayah NegaraNegaraNegaraNegara KesatuanKesatuanKesatuanKesatuan

RepublikRepublikRepublikRepublik IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia
PasalPasalPasalPasal 44443333

(1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan
dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.

(2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sebagai berikut :
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a. dalam satu desa/kelurahan;
b. antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
c. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
d. antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau
e. antar provinsi.

PasalPasalPasalPasal 44444444
(1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, huruf c,
huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat
pengantar RT/Kadus, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat
Keterangan Pindah.

(2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan
dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat
Keterangan Pindah.

(4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

PasalPasalPasalPasal 44445555
(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, melapor
kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan

Pindah;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;
d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana

menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah
Datang; dan

e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan
Buku Mutasi Penduduk.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, digunakan sebagai dasar untuk :
a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK

yang tidak pindah;
b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
c. perekaman ke dalam database kependudukan.
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PasalPasalPasalPasal 44446666
(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, melapor
kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan

Pindah;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;
d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana

menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan

Buku Mutasi Penduduk; dan
f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d,

diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Kepala
Desa/Lurah tujuan.

(3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d, digunakan sebagai dasar :
a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK

yang tidak pindah; dan
b. perekaman ke dalam database kependudukan.

PasalPasalPasalPasal 44447777
(1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, melaporkan

kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan dengan
menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan

Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah
Datang;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk; dan

d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana
menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah
Datang.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
b. perekaman ke dalam database kependudukan.
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PasalPasalPasalPasal 44448888
(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, melapor
kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan

Pindah;
b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;
c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting;
d. Kepala desa/lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan

pada Surat Pengantar dari RT/Kadus;
e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan

Buku Mutasi Penduduk; dan
f. Kepala Desa/Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas

Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d
kepada Camat.

(3) Pendaftaran penduduk WNI di kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan

menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b

diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
(4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b, digunakan sebagai dasar:
a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK

yang tidak pindah; dan
b. perekaman ke dalam database kependudukan.

PasalPasalPasalPasal 44449999
(1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, melaporkan

kedatangannya kepada Kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan
menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan

Pindah Datang;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk; dan
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d. Kepala Desa/Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir
Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, kepada Camat.

(3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan

menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
b. perekaman ke dalam database kependudukan.

PasalPasalPasalPasal 50505050
(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d dan huruf e,
melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan

Pindah;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;
d. Kepala desa/lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah antar

kabupaten/kota atau antar provinsi;
e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan

Buku Mutasi Penduduk; dan
f. Kepala Desa/Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas

Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada
huruf d, kepada Camat.

(3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/

kota atau antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf f; dan

c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Pindah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dan Surat Pengantar
Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kepada
Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat
Keterangan Pindah.

(4) Kepala Instansi Pelaksana yang ditunjuk Bupati menerbitkan dan
menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan
kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
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(5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
digunakan sebagai dasar :
a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK

yang tidak pindah; dan
b. perekaman ke dalam database kependudukan.

PasalPasalPasalPasal 51515151
(1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, melaporkan

kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah di tempat tujuan dengan
menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan

Pindah Datang;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk; dan
d. Kepala Desa/Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir

Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kepada Camat.

(3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
b. Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang dan

menyampaikan kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar
penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.

(4) Kepala Instansi Pelaksana yang ditunjuk Bupati menerbitkan dan
menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.

(5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), digunakan sebagai dasar :
a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
b. perekaman ke dalam database kependudukan.

ParagrafParagrafParagrafParagraf 2222
PendaftaranPendaftaranPendaftaranPendaftaran PindahPindahPindahPindah DatangDatangDatangDatang OrangOrangOrangOrang AsinAsinAsinAsingggg DalamDalamDalamDalamWilayahWilayahWilayahWilayah NegaraNegaraNegaraNegara KesatuanKesatuanKesatuanKesatuan

RepublikRepublikRepublikRepublik IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia
PasalPasalPasalPasal 52525252

(1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan
dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.

(2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sebagai berikut:
a. dalam kabupaten/kota;
b. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
c. antar provinsi.
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PasalPasalPasalPasal 55553333
(1) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin

Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. KK;
b. KTP untuk orang asing;
c. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
e. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

(2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
b. Fotokopi Paspor;
c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

PasalPasalPasalPasal 55554444
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing

yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan
klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a,
melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

(2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat

Keterangan Pindah Datang;
b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan

Pindah Datang;
d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah

Datang kepada Kepala Desa/Lurah tempat tinggal asal.
(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar:
a. Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak

pindah;
b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru

bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing

yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
(4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing

kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
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PasalPasalPasalPasal 55555555
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing

yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan
klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b
dan huruf c, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan
membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

(2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat

Keterangan Pindah Datang;
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan

Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk
dilaporkan ke daerah tujuan; dan

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan;
(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi
kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

PasalPasalPasalPasal 55556666
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing

yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan
klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b
dan huruf c, wajib melaporkan kedatangannya kepada Kepala Instansi
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, dengan
menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.

(2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
b. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan

Pindah Datang; dan
c. Petugas merekam data dalam database kependudukan.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, digunakan sebagai dasar :
a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing

yang memiliki Izin Tinggal Tetap; atau
b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru

bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
(4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing

kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

BagianBagianBagianBagian KelimaKelimaKelimaKelima
PendaftaranPendaftaranPendaftaranPendaftaran PindahPindahPindahPindah DatangDatangDatangDatang AntarAntarAntarAntar NegaraNegaraNegaraNegara

PasalPasalPasalPasal 55557777
Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:
a. Penduduk WNI pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
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b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Kabupaten;
c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;
d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal

Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

PasalPasalPasalPasal 55558888
(1) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang akan pindah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dilakukan setelah memenuhi syarat
berupa:
a. Surat pengantar pindah dari RT/Kadus;
b. KK; dan
c. KTP.

(2) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat
berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.

(3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dilakukan dengan
memenuhi syarat berupa:
a. Paspor; dan
b. Izin Tinggal Terbatas.

(4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, dilakukan dengan
memenuhi syarat berupa:
a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki

izin tinggal terbatas.

PasalPasalPasalPasal 55559999
(1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, melapor kepada Kepala
Desa/Lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (1).

(2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar

Pindah ke Luar Negeri;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;
d. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan menandatangani serta

meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, kepada Camat; dan

e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan
Buku Mutasi Penduduk.
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(3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:
a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui

Camat dengan membubuhkan tandatangan;
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri

kepada Instansi Pelaksana; dan
d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.

(4) Pendaftaran penduduk WNI di Instansi Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari

penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) huruf b dan huruf c;

b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
d. Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang

pindah dicabut oleh Instansi Pelaksana; dan
f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga

pindah ke luar negeri, Instansi Pelaksana melakukan perubahan
KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

PasalPasalPasalPasal 60606060
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan paspor dan
pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.

PasalPasalPasalPasal 61616161
(1) WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 huruf b, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya,
dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (2).

(2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dengan tata cara:
a. WNI mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan

Datang dari Luar Negeri;
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menanda-tangani

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP; dan
d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.

(3) WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Camat,
Kepala Desa/Lurah dan RT/Kadus tempat domisili dengan
menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.



Page 31313131 of 57575757
Perda Adminduk

(4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran WNI yang melaporkan
kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan cara
petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan
Buku Mutasi Penduduk.

PasalPasalPasalPasal 62626262
(1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 57 huruf c, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
kedatangannya dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (3).

(2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dengan tata cara:
a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran

Orang Asing Tinggal Terbatas;
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani

Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.

(3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing
kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

(4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang
melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk
Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

PasalPasalPasalPasal 66663333
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status

menjadi Izin Tinggal Tetap, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal perubahan
status tersebut, dengan membawa persyaratan:
a. Paspor;
b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

(2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran

Orang Asing Tinggal Tetap;
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK

dan KTP Orang Asing; dan
d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.

(3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing
kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
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(4) Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang
melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dengan cara Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk
Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

PasalPasalPasalPasal 66664444
(1) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 57 huruf d, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya,
dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 ayat (4).

(2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan

Pindah ke Luar Negeri;
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
c. Kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK dan KTP Orang Asing

atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang
akan pindah;

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
e. Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar

Negeri kepada camat dan Kepala desa/lurah tempat domisili.
(3) Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang telah

pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,
dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk
Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

BagianBagianBagianBagian KeenamKeenamKeenamKeenam
PendataanPendataanPendataanPendataan PendudukPendudukPendudukPenduduk RentanRentanRentanRentan AdministrasiAdministrasiAdministrasiAdministrasi KependudukanKependudukanKependudukanKependudukan

PasalPasalPasalPasal 66665555
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan meliputi
klasifikasi:
a. Penduduk korban bencana alam;
b. Penduduk korban bencana sosial;
c. Orang terlantar; dan
d. Komunitas terpencil.

PasalPasalPasalPasal 66666666
(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban

bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dan
huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
b. Formulir pendataan;
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c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan
Instansi Pelaksana.

(2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
b. Formulir pendataan.

(3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal
65 huruf d, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
a. Formulir keterangan atau pengakuan dari Kepala Suku/Adat

setempat;
b. Formulir pendataan.

(4) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dilakukan
Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

PasalPasalPasalPasal 66667777
(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban

bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1),
dilakukan dengan tata cara:
a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
c. melakukan verifikasi dan validasi;
d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke

Instansi Pelaksana; dan
e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda

Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
(2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66

ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
a. membuat data lokasi orang terlantar;
b. mendatangi orang terlantar;
c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
d. melakukan verifikasi dan validasi;
e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke

Instansi Pelaksana; dan
f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.

(3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal
66 ayat (3), dilakukan dengan tata cara:
a. mendatangi lokasi komunitas terpencil;
b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
c. melakukan verifikasi dan validasi;
d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke

Instansi Pelaksana; dan
e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Tanda Komunitas.
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(4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat
Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan
Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat
Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf f, dan Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf e.

(5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi
dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen
kependudukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BagianBagianBagianBagian KetujuhKetujuhKetujuhKetujuh
PelaporanPelaporanPelaporanPelaporan PendudukPendudukPendudukPenduduk yangyangyangyang TidakTidakTidakTidak MampuMampuMampuMampu MelaporkanMelaporkanMelaporkanMelaporkan SendiriSendiriSendiriSendiri

PasalPasalPasalPasal 66668888
(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam

pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau
meminta bantuan kepada orang lain.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk
yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau
cacat mental.

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya
atau orang yang diberi kuasa.

PasalPasalPasalPasal 66669999
Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah
ditetapkan.

BABBABBABBAB VVVV
PENCATATANPENCATATANPENCATATANPENCATATAN SIPILSIPILSIPILSIPIL

BagianBagianBagianBagian KesatuKesatuKesatuKesatu
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan KelahiranKelahiranKelahiranKelahiran

ParagrafParagrafParagrafParagraf 1111
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan KelahiranKelahiranKelahiranKelahiran

PasalPasalPasalPasal 70707070
(1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di

tempat terjadinya kelahiran.
(2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan memperhatikan:
a. tempat domisili ibunya;
b. di luar tempat domisili ibunya;
c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang

tuanya.
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PasalPasalPasalPasal 71717171
(1) Pencatatan kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal

70 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat
berupa:
a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
b. nama dan identitas saksi kelahiran;
c. KK orang tua;
d. KTP orang tua; dan
e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

(2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta
perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

(3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan
memenuhi syarat berupa:
a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin

Tinggal Terbatas; dan/atau
e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.

(4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara
Pemeriksaan dari Kepolisian.

PasalPasalPasalPasal 72727272
Pencatatan kelahiran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk WNI mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan

menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat
(1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan.

b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada
huruf a, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala
Desa/Lurah.

c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat
Keterangan Kelahiran kepada Kecamatan, Kecamatan meneruskan
Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana
untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam
Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan
menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

PasalPasalPasalPasal 73737373
Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara :
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a. Penduduk WNI mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan
menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana.

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam
Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

PasalPasalPasalPasal 74747474
Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran

dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana.

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam
Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

PasalPasalPasalPasal 75757575
Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
a. Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan

menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (3) huruf a dan huruf e, kepada Instansi Pelaksana.

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam
Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

PasalPasalPasalPasal 76767676
(1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk

dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
ayat (2), dalam wilayah Kabupaten dapat diberikan surat keterangan
tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.

(2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
Kepala/Dokter/Bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala
Bandar Udara/Pilot Pesawat Udara.

PasalPasalPasalPasal 77777777
Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau
keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat
(2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:
a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan

menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4), kepada Instansi Pelaksana.

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam
Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
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ParagrafParagrafParagrafParagraf 2222
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan KelahiranKelahiranKelahiranKelahiran didididi LuarLuarLuarLuar WilayahWilayahWilayahWilayah NegaraNegaraNegaraNegara KesatuanKesatuanKesatuanKesatuan RepublikRepublikRepublikRepublik IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia

PasalPasalPasalPasal 78787878
(1) Kelahiran Warga Kabupaten di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di
negara setempat.

(2) Kelahiran Warga Kabupaten yang telah dicatatkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik
Indonesia dengan memenuhi syarat:
a. bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;
b. fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; dan
c. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis

perkawinan orang tua.
(3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan

dengan tata cara:
a. mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan menyerahkan

dan/atau menunjukkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler.
b. Pejabat Konsuler mencatat laporan kelahiran dalam Daftar

Kelahiran WNI dan memberikan surat bukti pencatatan kelahiran
dari negara setempat.

PasalPasalPasalPasal 79797979
(1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data

kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), kepada
Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya
meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

(2) Instansi Pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mencatat dan merekam ke dalam database
kependudukan.

PasalPasalPasalPasal 80808080
Warga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, setelah
kembali ke Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana dengan
membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri.

ParagrafParagrafParagrafParagraf 3333
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan KelahiranKelahiranKelahiranKelahiran yangyangyangyang MelampauiMelampauiMelampauiMelampaui BatasBatasBatasBatas WaktuWaktuWaktuWaktu

PasalPasalPasalPasal 81818181
(1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60

(enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal
kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan
pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, setelah
mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.

(2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan
Pasal 75.
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PasalPasalPasalPasal 82828282
(1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu)

tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan
mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71, setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

(2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan
Pasal 75.

ParagrafParagrafParagrafParagraf 4444
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan LahirLahirLahirLahir MatiMatiMatiMati

PasalPasalPasalPasal 83838383
(1) Pencatatan pelaporan Lahir Mati, dilakukan dengan memenuhi syarat:

a. Surat pengantar RT/Kadus; dan
b. Keterangan Lahir Mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.

(2) Berdasarkan pencatatan pelaporan Lahir Mati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani
Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

(3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir
Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di Kecamatan.

(4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi
Pelaksana.

BagianBagianBagianBagian KeduaKeduaKeduaKedua
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan PerkawinanPerkawinanPerkawinanPerkawinan

ParagrafParagrafParagrafParagraf 1111
PerkawinanPerkawinanPerkawinanPerkawinan
PasalPasalPasalPasal 84848484

(1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana tempat
terjadinya perkawinan.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/

pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang
ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;

b. KTP suami dan isteri;
c. Pas foto suami dan isteri;
d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.

(3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tata cara:
a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan

perkawinan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
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b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada
Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta
Perkawinan;

c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b
diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;

d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan
perkawinan kepada Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

PasalPasalPasalPasal 85858585
(1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan,

disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam
database kependudukan.

(2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

PasalPasalPasalPasal 86868686
(1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan

di Instansi Pelaksana.
(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

ParagrafParagrafParagrafParagraf 2222
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan PerkawinanPerkawinanPerkawinanPerkawinan didididi LuarLuarLuarLuar WilayahWilayahWilayahWilayah NegaraNegaraNegaraNegara KesatuanKesatuanKesatuanKesatuan RepublikRepublikRepublikRepublik IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia

PasalPasalPasalPasal 87878787
(1) Pencatatan perkawinan bagi Warga Kabupaten di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang
berwenang di negara setempat.

(2) Perkawinan Warga Kabupaten yang telah dicatatkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik
Indonesia dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:
a. bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara

setempat;
b. Paspor Republik Indonesia; dan/atau
c. KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.

(3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan dengan tata cara :
a. WNI mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan

menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler.
b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan WNI dalam

Daftar Perkawinan Warga Negara Indonesia dan memberikan
surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.

PasalPasalPasalPasal 88888888
Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan
perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan
Republik Indonesia.
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PasalPasalPasalPasal 89898989
(1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dan
Pasal 79 ayat (3), kepada Instansi Pelaksana melalui departemen
yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

(2) Instansi Pelaksana yang menerima data perkawinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mencatat dan merekam ke dalam database
kependudukan.

PasalPasalPasalPasal 90909090
WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 setelah
kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana dengan
membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan
Kutipan Akta Perkawinan.

ParagrafParagrafParagrafParagraf 3333
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan PembatalanPembatalanPembatalanPembatalan PerkawinanPerkawinanPerkawinanPerkawinan

PasalPasalPasalPasal 91919191
(1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana

tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
(2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan
mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan,

mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada
Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencabut
Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada
Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan
Pembatalan Perkawinan;

c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b,
memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan
peristiwa perkawinan.

(4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan
mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa
perkawinan.

(5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencatat
dan merekam dalam database kependudukan.
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BagianBagianBagianBagian KetigaKetigaKetigaKetiga
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan PerceraianPerceraianPerceraianPerceraian

ParagrafParagrafParagrafParagraf 1111
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan PerceraianPerceraianPerceraianPerceraian

PasalPasalPasalPasal 92929292
(1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana tempat

terjadinya perceraian.
(2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta
Perkawinan.

(3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan tata cara:
a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir

Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana dengan
melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta
Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada
Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada
Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan
serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b,
diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;

d. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b,
berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian
kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa
perkawinan.

(4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai
perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa
perkawinan.

(5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencatat
dan merekam dalam database kependudukan.

PasalPasalPasalPasal 93939393
(1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang

telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan
kepada Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database
kependudukan.

(2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.
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ParagrafParagrafParagrafParagraf 2222
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan PerceraianPerceraianPerceraianPerceraian WargaWargaWargaWarga KabupatenKabupatenKabupatenKabupaten didididi LuarLuarLuarLuar WilayahWilayahWilayahWilayah NegaraNegaraNegaraNegara KesatuanKesatuanKesatuanKesatuan

RepublikRepublikRepublikRepublik IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia
PasalPasalPasalPasal 94949494

(1) Pencatatan perceraian bagi Warga Kabupaten di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang
berwenang di negara setempat.

(2) Perceraian Warga Kabupaten yang telah dicatatkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik
Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:
a. Bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
b. Akta Perkawinan; dan
c. Fotokopi Paspor Republik Indonesia.

(3) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan dengan tata cara:
a. mengisi Formulir Pelaporan Perceraian dengan menyerahkan

persyaratan kepada Pejabat Konsuler;
b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perceraian Warga

Kabupaten dalam Daftar Perceraian WNI dan memberikan surat
bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;

c. Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian Warga Kabupaten
kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang
tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;

d. Instansi Pelaksana yang menerima data perceraian sebagaimana
dimaksud dalam huruf c mencatat dan merekam ke dalam
database kependudukan.

PasalPasalPasalPasal 95959595
Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, setelah kembali
di Indonesia melapor ke Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan
membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri.

ParagrafParagrafParagrafParagraf 3333
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan PembatalanPembatalanPembatalanPembatalan PerceraianPerceraianPerceraianPerceraian

PasalPasalPasalPasal 96969696
(1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana

tempat terjadinya pembatalan perceraian.
(2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan
mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.

(3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. pasangan suami dan isteri yang perceraiannya dibatalkan, mengisi

Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Instansi
Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2);
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a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana memberikan
catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta
menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

b. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b,
memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan
peristiwa perceraian.

(4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan
mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa
perceraian.

(5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencatat
dan merekam dalam database kependudukan.

BagianBagianBagianBagian KeempatKeempatKeempatKeempat
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan KematianKematianKematianKematian

ParagrafParagrafParagrafParagraf 1111
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan KematianKematianKematianKematian didididi KabupatenKabupatenKabupatenKabupaten

PasalPasalPasalPasal 97979797
(1) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana.
(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan memenuhi syarat berupa:
a. Surat Pengantar dari RT/Kadus untuk mendapatkan Surat

Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau
b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan tata cara:
a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian

dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk
diteruskan kepada Instansi Pelaksana;

b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan
seperlunya;

c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada
Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

d. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c,
memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi
Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;

e. Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada
huruf d, mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

PasalPasalPasalPasal 98989898
(1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Instansi

Pelaksana.
(2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
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a. Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
b. fotokopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal

Tetap;
c. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
d. fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.

(3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian

dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada
Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b,
memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi
Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;

d. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat
dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili.

PasalPasalPasalPasal 99999999
(1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati

yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya
dicatat pada Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor.

(2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. KK;
b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang

atau tidak diketahui jenazahnya.
(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan tata cara :
a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian

dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada
Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

c. Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam database
kependudukan.

(4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan
jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Instansi
Pelaksana di tempat diketemukan jenazahnya.

(5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Keterangan
Catatan Kepolisian.

(6) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Kematian.
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ParagrafParagrafParagrafParagraf 2222
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan KematianKematianKematianKematian WargaWargaWargaWarga KabupatenKabupatenKabupatenKabupaten didididi LuarLuarLuarLuar WilayahWilayahWilayahWilayah NegaraNegaraNegaraNegara KesatuanKesatuanKesatuanKesatuan

RepublikRepublikRepublikRepublik IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia
PasalPasalPasalPasal 100100100100

(1) Kematian Warga Kabupaten di luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di
negara setempat.

(2) Kematian Warga Kabupaten yang telah dicatatkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik
Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:
a. Surat Keterangan Kematian dari negara setempat;
b. fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan/atau
c. identitas lainnya.

(3) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
dengan tata cara:
a. Pelapor mengisi Formulir Pelaporan Kematian dengan

menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;
b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan kematian Warga Negara

Indonesia dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia dan
memberikan surat bukti pencatatan kematian atau Surat
Keterangan Kematian dari negara setempat;

c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian Warga Kabupaten
melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan
pemerintahan dalam negeri;

d. Instansi Pelaksana yang menerima data kematian mencatat dan
merekam dalam database kependudukan.

BagianBagianBagianBagian KelimaKelimaKelimaKelima
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan PengangkatanPengangkatanPengangkatanPengangkatan Anak,Anak,Anak,Anak, PengakuanPengakuanPengakuanPengakuan AnakAnakAnakAnak dandandandan PengesahanPengesahanPengesahanPengesahan AnakAnakAnakAnak

ParagrafParagrafParagrafParagraf 1111
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan PengangkatanPengangkatanPengangkatanPengangkatan AnakAnakAnakAnak

PasalPasalPasalPasal 101101101101
(1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi

Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:
a. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
b. Kutipan Akta Kelahiran;
c. KTP pemohon;
d. KK pemohon.

(3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan tata cara:
a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan

Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;
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b. Instansi Pelaksana mencatat dan merekam ke dalam database
kependudukan;

c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana memberikan
catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta
Kelahiran Anak.

ParagrafParagrafParagrafParagraf 2222
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan PengangkatanPengangkatanPengangkatanPengangkatan AnakAnakAnakAnak WargaWargaWargaWarga NegaraNegaraNegaraNegara AsingAsingAsingAsing oleholeholeholeh WargaWargaWargaWarga KabupatenKabupatenKabupatenKabupaten didididi

LuarLuarLuarLuar WilayahWilayahWilayahWilayah NegaraNegaraNegaraNegara KesatuanKesatuanKesatuanKesatuan RepublikRepublikRepublikRepublik IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia
PasalPasalPasalPasal 102102102102

(1) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga
Kabupaten di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dilakukan dengan
memenuhi syarat berupa:
a. Surat Keterangan Pengangkatan Anak sesuai ketentuan yang

berlaku dari negara setempat;
b. Kutipan Akta Kelahiran Anak Warga Negara Asing; dan
c. fotokopi Paspor dan/atau identitas lain orang tua angkat.

(3) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
a. Orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan

Pengangkatan Anak Warga Negara Asing kepada Pejabat
Konsuler dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2);

b. Pejabat Konsuler mencatat peristiwa pengangkatan anak Warga
Negara Asing dalam Daftar Pengangkatan Anak dan menerbitkan
Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

c. Pejabat Konsuler menyampaikan pelaporan peristiwa
pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada
Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya
meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

PasalPasalPasalPasal 103103103103
(1) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102,

dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya setelah
kembali di Indonesia untuk direkam dalam database kependudukan.

(2) Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan
Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf b.

ParagrafParagrafParagrafParagraf 3333
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan PengakuanPengakuanPengakuanPengakuan AnakAnakAnakAnak

PasalPasalPasalPasal 104104104104
(1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi

Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
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(2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. Surat Pengantar dari RT/Kadus dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu

kandung;
c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
d. fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

(3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan

Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam
Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta
Pengakuan Anak;

c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat
catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta
Kelahiran;

d. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b dan
huruf c, merekam data pengakuan anak dalam database
kependudukan.

PasalPasalPasalPasal 105105105105
(1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi

Pelaksana tempat tinggal pemohon.
(2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. Surat Pengantar dari RT/Kadus dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
b. Kutipan Akta Kelahiran;
c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
d. fotokopi KK; dan
e. fotokopi KTP pemohon.

(3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan tata cara:
a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan

Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada
Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada
Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b,
merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.



Page 48484848 of 57575757
Perda Adminduk

BagianBagianBagianBagian KeenamKeenamKeenamKeenam
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan PerubahanPerubahanPerubahanPerubahan NamaNamaNamaNama

PasalPasalPasalPasal 106106106106
(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi

Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
d. fotokopi KK; dan
e. fotokopi KTP.

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan

Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat
catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta
catatan sipil;

c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b,
merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

BagianBagianBagianBagian KetujuhKetujuhKetujuhKetujuh
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan PerubahanPerubahanPerubahanPerubahan StatusStatusStatusStatus KewarganegaraanKewarganegaraanKewarganegaraanKewarganegaraan

ParagrafParagrafParagrafParagraf 1111
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan PerubahanPerubahanPerubahanPerubahan StatusStatusStatusStatus KewarganegaraanKewarganegaraanKewarganegaraanKewarganegaraan OrangOrangOrangOrang AsingAsingAsingAsing menjadimenjadimenjadimenjadi WNIWNIWNIWNI

PasalPasalPasalPasal 107107107107
(1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari

Warga Negara Asing menjadi WNI dilakukan pada Instansi Pelaksana.
(2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status

Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan

kewarganegaraan;
c. Kutipan Akta Catatan Sipil;
d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
e. fotokopi KK;
f. fotokopi KTP; dan
g. fotokopi Paspor.

(3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
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a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada
Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat
catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta
catatan sipil;

c. Pejabat pada Instansi Pelaksana merekam data perubahan status
kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam
database kependudukan.

PasalPasalPasalPasal 108108108108
(1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3

(tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah
kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya,
dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana.

(2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat
14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang
ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
memilih berakhir.

(3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan
KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh
Instansi Pelaksana.

(4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan
pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil
serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.

(5) Pejabat pada Instansi Pelaksana merekam data perubahan status
kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam
database kependudukan.

ParagrafParagrafParagrafParagraf 2222
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan PerubahanPerubahanPerubahanPerubahan StatusStatusStatusStatus KewarganegaraanKewarganegaraanKewarganegaraanKewarganegaraan WNIWNIWNIWNI menjadimenjadimenjadimenjadi OrangOrangOrangOrang AsingAsingAsingAsing

PasalPasalPasalPasal 109109109109
(1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari WNI

menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan Warga

Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing dari negara yang
bersangkutan;

b. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; dan
d. fotokopi Paspor.

(3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
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a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada
Pejabat Konsuler;

b. Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan validasi berkas
pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan mencatat dan
merekam dalam register perubahan kewarganegaraan;

c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan dan
menandatangani Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan
Indonesia;

d. Pejabat Konsuler mengirim data perubahan status
kewarganegaraan kepada Menteri yang bidang tugasnya meliputi
urusan kewarganegaraan untuk diteruskan kepada departemen
yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;

e. Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan
dalam negeri meneruskan kepada Instansi Pelaksana yang
menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat
catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan
Akta Pencatatan Sipil.

BagianBagianBagianBagian KedelapanKedelapanKedelapanKedelapan
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan PeristiwaPeristiwaPeristiwaPeristiwa PentingPentingPentingPenting LainnyaLainnyaLainnyaLainnya

PasalPasalPasalPasal 110110110110
(1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
(2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

antara lain perubahan jenis kelamin.
(3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.

(4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa

Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana melakukan
verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya,
dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting
lainnya pada database kependudukan;

c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat
catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan
Akta Pencatatan Sipil.
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BagianBagianBagianBagian KesembilanKesembilanKesembilanKesembilan
PelaporanPelaporanPelaporanPelaporan PendudukPendudukPendudukPenduduk yangyangyangyang TidakTidakTidakTidak MampuMampuMampuMampu MelaporkanMelaporkanMelaporkanMelaporkan SendiriSendiriSendiriSendiri

PasalPasalPasalPasal 111111111111
(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam

pencatatan sipil dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta
bantuan kepada orang lain.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penduduk
yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau
cacat mental.

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya
atau orang yang diberi kuasa.

PasalPasalPasalPasal 111112121212
Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah
ditetapkan.

BagianBagianBagianBagian KesepuluhKesepuluhKesepuluhKesepuluh
PembetulanPembetulanPembetulanPembetulan dandandandan PembatalanPembatalanPembatalanPembatalan AktaAktaAktaAkta PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan SipilSipilSipilSipil

ParagrafParagrafParagrafParagraf 1111
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan PembetulanPembetulanPembetulanPembetulan AktaAktaAktaAkta PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan SipilSipilSipilSipil

PasalPasalPasalPasal 113113113113
(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan

Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil
baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.

(2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada
pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta

pencatatan sipil;
b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada
pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta

pencatatan sipil;
b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

PasalPasalPasalPasal 114114114114
Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal
113 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:
a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil

dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis
redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi
persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
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b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk
menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis
redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama
dari pemohon;

c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta
pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b,
mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

ParagrafParagrafParagrafParagraf 2222
PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan PembatalanPembatalanPembatalanPembatalan AktaAktaAktaAkta PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan SipilSipilSipilSipil

PasalPasalPasalPasal 115115115115
(1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat

Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta
Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah

putusan pengadilan.

BagianBagianBagianBagian KesebelasKesebelasKesebelasKesebelas
FormulirFormulirFormulirFormulir dandandandan BukuBukuBukuBuku PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan SipilSipilSipilSipil

PasalPasalPasalPasal 116116116116
Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pencatatan Sipil diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

BABBABBABBAB VIVIVIVI
PERLINDUNGANPERLINDUNGANPERLINDUNGANPERLINDUNGAN DATADATADATADATA DANDANDANDAN DOKUMENDOKUMENDOKUMENDOKUMEN KEPENDUDUKANKEPENDUDUKANKEPENDUDUKANKEPENDUDUKAN

BagianBagianBagianBagian KesatuKesatuKesatuKesatu
PerlindunganPerlindunganPerlindunganPerlindungan DataDataDataData dandandandan DokumenDokumenDokumenDokumen KependudukanKependudukanKependudukanKependudukan

PasalPasalPasalPasal 117117117117
(1) Petugas tertentu pada Instansi Pelaksana diberi hak akses untuk

membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan
menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen
kependudukan.

(2) Petugas tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (1) diusulkan oleh
penyelenggara kepada Menteri Dalam Negeri.

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
a. Pada Penyelenggara Kabupaten memiliki pangkat/golongan paling

rendah Pengatur Tk. I (II/d);
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b. Memiliki DP-3 dengan predikat baik;
c. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer;
d. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.

(4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dicabut karena :
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan

tugasnya;
e. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
f. Membocorkan data dan dokumen kependudukan.

(5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan oleh Menteri

BagianBagianBagianBagian KeduaKeduaKeduaKedua
PerlindunganPerlindunganPerlindunganPerlindungan DataDataDataData PribadiPribadiPribadiPribadi PendudukPendudukPendudukPenduduk

PasalPasalPasalPasal 118118118118
Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
a. Nomor KK;
b. NIK;
d. Tanggal/ Bulan/ Tahun lahir;
e. Keterangan tentang kecacatan phisik dan/ atau mental;
f. NIK ibu kandung;
g. NIK Ayah;
h. Pencatatan Peristiwa Penting.

PasalPasalPasalPasal 119119119119
Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, wajib
disimpan dan dilindungi oleh Negara.

PasalPasalPasalPasal 120120120120
Pengguna data pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan
data pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana
yang memiliki Hak Akses.

BABBABBABBAB VIIVIIVIIVII
PENETAPANPENETAPANPENETAPANPENETAPAN DENDADENDADENDADENDA ADMINISTRATIFADMINISTRATIFADMINISTRATIFADMINISTRATIF DANDANDANDAN BIAYABIAYABIAYABIAYA PELAYANANPELAYANANPELAYANANPELAYANAN

BagianBagianBagianBagian KesatuKesatuKesatuKesatu
PenetapanPenetapanPenetapanPenetapan DendaDendaDendaDenda AdministratifAdministratifAdministratifAdministratif

PasalPasalPasalPasal 121121121121
(1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu

dikenai denda administratif.
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(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan
atas keterlambatan pelaporan mengenai:
a. pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas

dan Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (1);

b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);

c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1);

d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
menjadi Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 ayat (1);

e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1);

f. penduduk yang melakukan perubahan KK, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4); atau

g. penduduk yang memperpanjang KTP, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (2).

(3) Denda administratif dikenakan pula terhadap:
a. Penduduk WNI dan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin

Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4);

b. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang
bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).

PasalPasalPasalPasal 122122122122
(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2)

huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, sebesar Rp.100.000,- (seratus
ribu rupiah).

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2)
huruf b, sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan
terhadap penduduk WNI .

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2)
huruf f dan huruf g, terhadap penduduk WNI sebesar Rp.25.000,- (dua
puluh lima ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing sebesar
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3)
huruf a, terhadap penduduk WNI sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima
ribu rupiah) dan terhadap penduduk Orang Asing sebesar
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

(5) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3)
huruf a, terhadap penduduk WNI sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima
ribu rupiah) dan terhadap penduduk Orang Asing sebesar
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

(6) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3)
huruf b, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
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PasalPasalPasalPasal 123123123123
(1) Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan yang

memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas
waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administratif.
berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah.

(2) Standar pelayanan, prosedur dan batas waktu pengurusan Dokumen
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

PasalPasalPasalPasal 124124124124
(1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Dokumen

Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan Peraturan Daerah
ini, maka pejabat pada Instansi Pelaksana dikenai sanksi
mengembalikan biaya administrasi yang telah dikeluarkan.

(2) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
dilakukan dengan sengaja, maka petugas dan/atau pejabat pada
Instansi Pelaksana dikenai sanksi administrasi kepegawaian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan telah
diberitahukan terlebih dahulu.

PasalPasalPasalPasal 125125125125
(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121

merupakan penerimaan daerah Kabupaten.

BagianBagianBagianBagian KeduaKeduaKeduaKedua
BiayaBiayaBiayaBiaya PelayananPelayananPelayananPelayanan PendaftaranPendaftaranPendaftaranPendaftaran PendudukPendudukPendudukPenduduk dandandandan PencatatanPencatatanPencatatanPencatatan SipilSipilSipilSipil

PasalPasalPasalPasal 126126126126
Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di
Kabupaten diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah.

BABBABBABBAB VIIIVIIIVIIIVIII
KETENTUANKETENTUANKETENTUANKETENTUAN PIDANAPIDANAPIDANAPIDANA

PasalPasalPasalPasal 127127127127
Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau
dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa
Penting atau Peristiwa Kependudukan dipidana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

PasalPasalPasalPasal 128128128128
Setiap penduduk WNI yang dengan sengaja memberikan keterangan
yang tidak benar dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa
Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
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PasalPasalPasalPasal 129129129129
Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah
atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen
kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dipidana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

PasalPasalPasalPasal 130130130130
Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

PasalPasalPasalPasal 131131131131
Setiap orang yang tidak memliki KTP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

PasalPasalPasalPasal 132132132132
Dalam hal pejabat atau petugas pada penyelenggara dan Instansi
Pelaksana, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130
pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan ditambah 1/3 (satu pertiga).

BABBABBABBAB IXIXIXIX
PENYIDIKANPENYIDIKANPENYIDIKANPENYIDIKAN
PasalPasalPasalPasal 133133133133

Selain oleh penyidik dari Kepolisian, penyidikan atas pelanggaran dalam
Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

PasalPasalPasalPasal 134134134134
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 133 berwenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya

tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah ini;
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka;
d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;
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h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

BABBABBABBAB XXXX
KETENTUANKETENTUANKETENTUANKETENTUAN PERALIHANPERALIHANPERALIHANPERALIHAN

PasalPasalPasalPasal 135135135135
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti.

BABBABBABBAB XIXIXIXI
KETENTUANKETENTUANKETENTUANKETENTUAN PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

PasalPasalPasalPasal 136136136136
Tata cara pendaftaran dan persyaratan penerbitan KTP, KK, peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting lainnya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati Musi Rawas.

PasalPasalPasalPasal 137137137137
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Agustus 2009
BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

dtodtodtodto

RIDWANRIDWANRIDWANRIDWAN MUKTIMUKTIMUKTIMUKTI
Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Agustus 2009

SEKRETARISSEKRETARISSEKRETARISSEKRETARIS DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH
KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

dtodtodtodto

H.H.H.H. SENENSENENSENENSENEN SINGADILAGASINGADILAGASINGADILAGASINGADILAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2009 NOMOR 19

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUPRIYADI, S.H., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19610115 199003 1 003.
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